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PUTUSAN
Nomor 0120/Pdt.G/2016/PA.Pkp
Bismill......
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadilli perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah

tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai ''Penggugat'';
melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ----, tempat tinggal
di Kota Pangkalpinang, sebagai ''"Tergugat'';

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 07 Maret 2016
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register nomor 0120/

Pdt.G/2016/ PA.Pkp tanggal 10 Maret 2016 dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di
Pangkalpinang pada tanggal 16 April 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah
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nomor 105/17/IV/2005 tanggal 16 April 2005 dan setelah akad nikah Tergugat

mengucapkan sighat ta’lik talak;

2 Bahwa, sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan

hubungan layaknya suami isteri sehingga pernikahan tersebut dapat terjadi;

3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah
rumah sampai dengn sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat belum hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah
dikaruniai 1 ( satu ) orang anak, yang bernama Anak Penggugat dan
Tergugat,laki-laki, lahir pada tanggal 06 November 2013, yang saat ini anak

tersebut dalam asuhan Penggugat;

4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum
dikatakan hidup rukun dan harmonis, dikarenakan setelah Penggugat dan
Tergugat menikah antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai
dengan sekarang yang mana Pengugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
daerah Lontong Pancur Pangkalpinang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat di daerah Lontong Pancur Pangkalpinang, hal ini telah

berjalan kurang lebih 11 (sebelas) tahun;

5 Bahwa, seak berpisah rumah kurang lebih 11 (sebelas) tahun, Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan
selama itu juga Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sampai dengan

sekarang;

6 Bahwa, berdasarkan perbuatan tersebut di atas, maka Penggugat menderita lahir
dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadl sebesar
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta untuk merukunkan dengan Tergugat
kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili

serta memutuskan sebagai berikut :
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I.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2.Menetapkan jatuh talak satu khul’i dari Tergugat ( Tergugat) dari
Penggugat ( Penggugat ) dengan membayar uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh

ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

4.Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan
tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah

dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu
pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti surat berupa :

® Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di
persidangan Kutipan Akta Nikah Nomor 105/1/1V/2005 tanggal 16 April 2005
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota

Pangkalpinang (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi/keluarga

sebagai berikut :

1 Saksi I Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
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e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada
bulan April tahun 2005;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah rumah,
Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

e Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis
sudah tidak harmonis lagi mulai dari setelah menikah dengan Penggugat;

e Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
dan mendengar cerita dari Penggugat sendiri;

e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
pernikahan Penggugat dan tergugat memang sudah tidak diinginkan, dan sudah
11 (sebelas) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat;

e Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjemput

Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan
untuk keperluan Penggugat;
e Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2 Saksi II Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;
Adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada
bulan April tahun 2005;
e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah rumah,
Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
e Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis
sudah tidak harmonis lagi mulai dari setelah menikah dengan Penggugat;
® Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar

dan mendengar cerita dari Penggugat sendiri;
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e Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
pernikahan Penggugat dan tergugat memang sudah tidak diinginkan, dan sudah
11 (sebelas) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hampir 11 tahun;

e Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjemput
Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan
untuk keperluan Penggugat;

e Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi
mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa
gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar

Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik
talak, selanjutnya Penggugat untuk melengkapi gugatannya telah menyerahkan uang
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas pelanggaran taklik talak oleh
Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk
berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari

Putusan ini ;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan
yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang
diucapkan sewaktu pernikahan, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi
Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah

apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut;
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Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada
mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini
diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi seperti apa yang tersebut di dalam duduk
perkaranya, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian,
sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan
dalil-dalil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan
Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian
Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in
judicio);

Menimbang, bahwa sesuai kesaksian saksi I dan saksi II Penggugat yang
dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain, bahwa Tergugat sudah tidak
lagi memperdulikan dan tidak memberi nafkah wajib Penggugat lebih dari 11 tahun
lamanya, dengan demikian kesaksian tersebut dinilai telah sejalan dengan dalil gugatan
Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis
telah menemukan fakta sebagai berikut :

¢ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

e Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan dan tidak memberi
nafkah wajib Penggugat lebih dari 11 tahun lamanya;

e Bahwa keluarga dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak rela
dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadl
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul’i Tergugat

atas diri Penggugat dapat ditsabitkan sesuai dengan dalil;
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Artinya : Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji) maka

jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis
berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat pelanggaran syarat taklik talak angka 2
dan 4 telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 116 huruf (g)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Tergugat
tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan
demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar
hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini
dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan
Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat-syaratnya, oleh karena itu gugatan
Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul’i
Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah

tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun
1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i
yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap persidangan, tidak hadir;

2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3 Menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat ( Tergugat ) Terhadap Penggugat
( Penggugat ) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan
sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota
Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

5 Membebaankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

241.000,- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari RABU
tanggal 30 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437

Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan = Agama Pangkalpinang yang terdiri dari
Drs.HUSIN sebagai Hakim Ketua Majelis, BUSTANI, S.Ag,M.M dan THAMRIN,
S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
didampingi oleh ASPIN, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat

tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. HUSIN

Hakim-Hakim Anggota,
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BUSTANI, S.Ag, M.M THAMRIN, S.Ag

Panitera Pengganti,

ASPIN, S.H

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Proses Administrasi- :Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran-------- - :Rp  30.000,-
3. Biaya Panggilan---------- :Rp 150.000.-
4. Biaya Redaksi-------------- :Rp  5.000,-
5. Biaya Materai------------- - :Rp 6.000,-

Jumlah :Rp 241.000,-
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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